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JEBOL - Plafon ge
bagian gedung lai

sSE . . oo , o BaiiPostgi
dung UGD RS Pratama Karangasem sudah jebol. Begitu juga
nya, padahal gedung ini belum beroperasi.. § : S
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Amlapura (Bali Post) -

Rumah Sakit (RS) Pratamq yang berdiri di B
Tianyar Barat Kecamatan Kubu, Karangasem, s
dahal, RS Pratama ini belum b
Bali mendatangi loka i terseb

Gedung RS Pratama ini
‘terdiri dari satu unit ge-
dung poliklinik, satu u it
gedung UGD, dan rawat i P
serta beberapa unit lainnya
untuk rumah dinas dokter
dan petugas medis. Seluruh
gedung itu berdiri di atas la-
han seluas 1,3 hektar di atas

lahan Pemprov Bali. S 1at
dicek, gedung polikliniknya
sudah ditemukan dalam
kondisi bocor, plafonnya
jebol, pemasangan keraﬁik
di bagian dinding juga men-
- gelupas. Demikian juga di
unit gedung UGD dan rua‘fhg
- rawat inap. Di tempat ini,
kondisinya lebih parah lagi.
Sejumlah plafonnya jebol,
hingga tembok sejumlah
ruangan retak. Kondisi ini
tentu cukup membahaya-
kan ketika RS Pratama ini
beroperasi melayani pasien
di Kecamatan Kubu hingga
masyarakat Bangli. Dari
kasus ini menunjukkan
pengerjaan RS Pratama ini
terkesan asal-asalan. /
Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Bali, Ketut Suar-

~Jaya, mengatakan pemban-
gunan RS Pratama ini masih

dalam tahap pemeliharaan

selama enam bulan hingga
30 Juni besok. Sehingga,
pihaknya meminta pihak
rekanan segera mempair-

sesual batas waktu masa

"

pemiliharaan. Pihak re-

kanan dari PT Asri Cipta
Nata Alam dipastikan bakal

di-'])lacklist;, “Kalau masa

pemiliharaan habis dan
masih ada,ke;.usdkan, maka
tanggung jawabnya ada di
Dinkes (Dinas Kesehatan)
kabupaten,” kata Su: rjaya.
oalnya, meski ggaran-
nya dari BKK (Bantuan
Keuangan Khusus) Provinsi,
ta}ri anggaran itu sudah
dialokasikan ke kabupaten.
Sehingga, pelaksanaannya
sepenuhnya menjadi tang-
gung jawab kabupaten.

eski RS Pratama dalam

kondisi rusak, pihaknya

memastikan tidak akan-
~menunda pengadaan alat

kesehatan (alkes) tahun
ini; Pihaknya sudah men-

ganggarkan melalui APBD .

Induk 2015 Pemprov Bali
senilai Rp 7,5 miliar. Agar

bisa beroperasi sesuai tar-
~ get pada tahun 2017 nanti.

Kabid Pengembangan Kes-
ehatan Dinas Kesehatan
Karangasem Nengah War-
dana sebagai P
Pelaksana Teknis K

dung RS Pratama sudah
tel;iadi beberapa kali. Paling

‘banyak pada plafon dan pe-
- masangan keramik di bagian
di ing yang mengelupas. Ia
baiki kerusakan tersebut, ; mgﬂi\a 7

~ terjadi, lantaran pengerjaan

t kerusakan itu bisa

(Pejabat
~mengatakan kerusakan ge-

katanya,

anjar Dinas Labuan Sari Desa
aat ini dalam kondisi rusak. Pa-
roperasi. Kondisi itu ditemukan saat tim Pemprov
ut, Minggu (28/6) kemarin. i

ng kualitasnya buruk,
ambah lagi cuaca buruk,
upa angin kéncang. “Sy.
beberaPa kali diperbaiki
't masa pemiliharaan.
1 masih saja ada bagian
yang belu'm{diperbaiki,”

y,

Saat ini, pihaknya sudah
menerima penyerahan tahap
pertama. Dengan kondisi
inj, sebagai PPTK, pihaknya
meminta kepada rekanan
untuk memanfaatkan sisa
waktu untuk menyelesaikan
perbaikan beberapa kerusa-

kan gedung ini. Kalau belum

diperbaiki, maka pihaknya
tidak akan menerima serah
terima tahap kedua. 5
RS Pratama ini diban-

gun melalui anggaran BKK
Provinsi Bali senilai Rp 15

miliar tahun 2014. Selan-.
~ jutnya, sebelum RS Pratama

ini beroperasi, pihak Dinas
K sehatan_Kabupat,.e'p'sudah
mengajukan telaah untuk
pembangunan akses jalan.
‘Nanti pembangunan akses
jalan dikerjakan Dinas PU.
Nanti dibangun dari arah
berbeda dari jalur saat ini,”
kata Wardana. (kmb31)
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:ﬁDlduga Toko Modern erjarmgan

Gunakan Izi

|

N egara (zﬁall Post) -

Komitmen Kabupaten J embrana untuk member
dayakan pasar tradisional dengan melarang berdi-
rinya toko modern baru, patut dipertanyakan
Apalagi belum lama ini, dua toko yang disinyalir
toko modern berjaringan hendak berdiri di dua
lokasi di. Kecamatan J embrana dan Melaya.

Dari informasi, Minggu
(28/6) kemarin, salah satu izin
toko tersebut sudah keluar
‘melalui kecamatan. Celah un-
tuk mengurus izin usaha ke
kecamatan yang dilimpahkan
dari kabupaten dimanfaatkan.
Belakangan setelah mulai
dibangun, ternyata dari tampi-
lan fisik dan nama menyerupai
salah satu toko modern ber-
jaringan.

Lurah G1hmanuk Gede Ngu-
rah Widiada belum lama ini
mengakm adanya pengajuan
izin toko di wilayahnya tepat-
nya di ruko dekat Pelabuhan
Gilimanuk. Namun pihaknya
tidak mengetahui persis apakah
izin tersebut sudah keluar apa
tidak. Sebab, dari pengecekan
ternyata dari permohonan dis-

'inya ada dua lokasi, di sini dan

ebutkan nama menyerupai toko
modern berjaringan. “Informas-

Jembrana,” terangnya.

Dari keterangan pemohon
disebutkan bahwa tidak ada
kaitannya dengan perusa-
haan toko berjaringan itu
Bahkan ketika diminta untuk
memenuhi surat pernyataan,
sudah ditunjukkan.

Dihubungi terpisah melalui
telepon, Camat Melaya I Putu
Eka Suarnama mengakui telah
mengeluarkan izin untuk toko
tersebut. Namun, izin itu beru-
pa usaha kecil menengah yang
dikeluarkan dari kecamatan.
Pasalnya dalam permohonan
itu dilampirkan di bawah Rp
50 juta. Saat dikeluarkan itu,

plhaknya belum mengecek kon-

‘Usaha

ecil di Kecamatan

- disi riil karena memang belum

dibangun. Namun belakangan
pihaknya menerima informasi
di Kecamatan Jembrana juga

~ada pengajuan izin yang sama
. tetapi nilainya ratusan juta.

“Saat itu kami belum me-
lihat fisik tokonya, dan saat

~dipermasalahkan karena ada

nama Alfamart, yang bersang-
kutan juga memiliki surat
pernyataan dari pihak Alfa-
mart bahwa tidak ada kaitan,”
terang Suarnama kemarin
sore. Namun izin itu bisa di-
cabut ketika kondisi riil den-
gan pengajuan tidak sesuai.
Menurutnya, untuk izin toko
modern ranahnya berada d1
kabupaten.

Sementara itu, Camat Jem-
brana I Gusti Ngurah Sum-
ber Wijaya kepada wartawan
belum lama ini juga sempat
mendapatkan pengajuan izin
tersebut. Namun karena meli-
hat ada nama itu, pihaknya in-
gin memastikan dan meminta
surat pernyataan. “Tetapi sam-
pai sekarang belum ada (surat
pernyataan) itu,” ujarnya.
Sehingga kecamatan belum
mengeluarkan izin tersebut.
(kmb26)
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Denpasar (Bah Post) - ’
Hingga Jumat (26/6) kemann,
penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
Denpasar belum menetapkan ter-
_sangka dalam perkara dugaan pe-
‘nyimpangan anggaran perjalanan
dinas (perdin) di Kota Denpasar.
‘Namun, pihak kejaksaan memberi
signal bahwa dalam waktu dekat
ini akan ada tersangka dalam
perkara . Bahkan, pagi kemarin
dlk sudah melakukan

ekspbse secara resmi dﬂakukan tim
jaksa penyelidik. ;

sudah koordinasi dengan BPKP.
naik dan menjadi temuan BPKP,
hingga ke tahap penyidikan,” sebut
_ Sagir, kemarin.
i iv | mengatakan, kemarm baru

soal perdin saja yang dikoordinasi-

waktu dekat, a{da dua kasus di

si dengan BPKP, sebelum -

.~“Ya, tadi pagi- (kemarm) kita

- itu yang berpeluang d1a3ukan“

_yanga
- Kasi Intel Kejari. Denpasar Syahrir

kan dengan BPKP. Namun dalam

Denpa ryang Juga akan dlkOOl‘dl-
nasikan dengan BPKP. Dua kasus
itu sudah dilakukan pemeriksaan
ksi.

itakan sebelumnya, untuk

3 Denpas r I Gusti Rai Suta, sudah

diperiksa. Sumber di kejaksaan
mengatakan, perdin yang dilaku-
kan DPRD Kota Denpasar dihasil-
kan dari rapat badan musyawarah
(Bamus). Sekwan hanya menerima

- hasil dan menjalankannya. Ke -
Nanti items mana saja yang layak

mana dan siapa yang berangkat,
semua putusan dari Bamus. Se-

‘dangkan rekanan atau travel mana
menangani perdin terse-

but, juga dihasilkan dari Bamus.
Setelah diputuskan, barulah Pe-

‘jabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) menindaklanjuti dengan
melakuk Il penganggaran keglatan
tersebut (kmb37)
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: Denpasar (Bali Post) -

Perkara dugaan korupsi yang melaju ke tingkat
banding atau pun kasasi, hampir sebagian besar

hukumannya naik dibandingkan dengan putusan

pengadilan tingkat pertama. Demikian halnya kasus ‘

korupsi pengadaan 14 item proyek di Institut Hindu
Darma Negeri (IHDN) Denpasar. Terdakwa Dr. Prap-
tini yang melawan hingga tingkat kasasi, hukuman
yang dia terima juga semakin tinggi.

" Sebagaimana putusan
kasasiyang diterima tim jaksa
dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Bali, Jumat (26/6) kemarin,
Mahkamah Agung (MA) RI
menghukum Praptini dengan
pidana penjara selama tujuh
tahun enam bulan. Di samp-

ing itu, mantan Pembantu

Rektor IT di lingkungan THDN
‘Denpasar itu juga dihukum
membayar denda Rp 200 juta,
dengan ketentuan apabila
denda tidak dibayar maka di-
‘ganti dengan pidana kurungan
* selama enam bulan. Putusan
MA itu lebih tinggi dari putu-
san Pengadilan Tinggi (PT).
PT Denpasar sebelumnya

subsidair tiga bulan dan uang

“pengganti Rp 810.000.000.

Kasipenkum Humas Kajati
Bali Ashari Kurniawan men-

-gatakan, hakim MA menjatuh-
kan pidana pengganti sebagai

akibat kerugian negara pada
terdakwa Praptini sebesar Rp
2.338.300.200. Dengan keten-
tuan, apabila uang pengganti
tersebut tidak dibayar dalam
waktu satu bulan setelah pu-

‘tusan pengadilan mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dijual dilelang
uang membayar yang peng-
ganti. “Jika tidak mempunyai
harta benda yang cukup, maka

rovinsi Bali

~ Kasasi Kasus IHDN
Perberat

yang diteri
umum (JP

MA itu, pihak
segera melakukan eksekusi.
Walau Praptini saat ini sudah
mendekam di Lapas Kerobo-
kan, namun pola eksekusi
dilakukan sebagaimana pu-
tusan MA. ;[Memang, setelah

kita terima putusan ini, kita
akan rencanakan eksekusi.

Namun soal denda dan uang

pengganti, kita tunggu sebu-
lan setelah kasus ini mempu-

nyai kekuaqan hukum tetap,
sebutnya.
Ashari Kurniawan menga-

takan, walau Praptini men-
gaJukan PK, itu tidak bisa
menghalangi eksekusi. “PK itu
tidak bisa menghalangi kita
melakukan eksekusi,” sebut
jaksa sembari mengatakan,
bahwa Praptini mulai ditahan
sejak 18 November 2013.
Sebelumnya, di Pengadilan
- Tipikor Denpasar, Dr. Praptini
dmyatakan%erbuktl bersalah
melakukan indak pldana ko-

na jaksa penuntut -
dalam kasus ini,
yakni Made Subawa dan Made
Arthana.
Atas keﬂuarnya putusan

kejaksaan bakal

rupsi sebagaimana dakwaan
subsidair. Majelis hakim kala
itu diketahui Dr. Made Su-
weda, menghukum terdakwa
selama enam tahun penjara.
Mantan Kepala Biro Umum
di IHDN Denpasar itu dijerat
Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat
1 huruf b UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, seba-

_gaimana yang telah diubah
dan ditambah ke dalam-UU

No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat
1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat
1 KUHP.

Selain hukuman-fisik, ter-

“dakwa juga diwajibkan mem-

bayar uang denda Rp 100 juta.
Dengan ketentuan, apabila
tidak dibayar maka diganti
dengan hukuman kurungan
selama tiga bulan. Sedan-
gkan soal dana pengganti,

~sebagaimana diuraikan ma-

jelis hakim dalam sidang di
Pengadilan Tipikor Denpasar,
terdakwa dihukum membayar
uang pengganti Rp 2,338 mil-

iar. (kmb37)

* menghukum terdakwa dengan  diganti pidana penjara selama
pidana penjara selama tujuh setahun,” ucap Ashari mema-
tahun dan denda Rp 200 juta, parkan salinan putusan MA
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Bali Post

“Kajati Sebut BPK Tak Temukan

g(ggugian Negara _
Penetapan Tiga
Tersangka Kasus
Reklame Bandara

Terancam “Lenyap”

Denpasar (Bali Post) - ; SPI yang dimaksud Mo-

Pernyataan mengejutkan diungkapkan Kepala mock Bambang Sumiarso
Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Momock Bambang adalah Satuan Pengawas In-
Sumiarso, S.H. terkait kasus dugaan korupsi re- ternal Bandara Ngurah Rai.
klame seperti umbul-umbul di Bandara Interna- Kalau soal Angkasa P“rag
sional Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Pada saat penyidik Kita sudah dapat informasi
sedang menunggu audit BPKP, Kajati Bali menye- 4ati SPI dan BPK. Itu tidak
butkan bahwa kasus reklame bandara tidak ditemu- 29 ’(,11temukanlke1.'ug\1an nes:
kan adanya kerugian negara. Padahal, sebelumnya 2% tegasnya lagi,

B 1o % tas statment itu, pen-
5:?:;ldl;lzsifga;l;imenetapkan tiga orapg tersangka etapan tiga tersangka dalam

perkara ini terancam “le-
ny. p”. Padahal, sebelumnya

“Yang umbul-umbul itu
kan? Setahu saya, bahwa ka-
sus reklame tidak ditemukan
adanya kerugian negara. Itu
berdasarkan audit BPK-RI dan

SPI. Sekali lagi, ini audit BPK

lho, bukan BPKP,” katanya,
akhir pekan kemarin. Menu-
rutnya, dengan adanya hal
tersebut, pihaknya tidak lagi
meminta audit untuk menghi-
tung kerugian negara.

pihak Pidsus Kejati Bali den-
gan tegas mengatakan, bahwa
untuk melanjutkan kasus ini
hingga ke proses peradilan,
penyidik hanya menunggu
audit BPKP, dan itu tinggal
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s dugaan ko-
K wa er:yNgu:ah
ﬁerpsberlamut.lBahkan,tem\‘ ‘

kh -penyidik Kejati telah
melayangkan surat ke BPKP

pe, 5 impangan pengadaan
tarif reklame insidentil tahun
di Bandara Ngurah Rai. -

ige

an.

Komataar ) i

intulk ﬁemnmkanpehdapat‘ /Sapto, rdah rekanan Chm
:ll Hal1tud:katakaqman-. Snd ]

tersangka sudah ditetap- kan kerugian sebesar Rp 300
Mere 1da]ah mantan juta. fkmbs N
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= -«L::Rend'ah dan Tanpa Drainase

Dewan Desak PU D npasar

Perbaiki Jalan Danau Tempe

 disi tersebut. Karena itu, anggota
- DPRD Denpasar A.A. Gede Putra
‘Ariewangsa, Minggu (28/6) kemarin,

meminta instansi terkait yakni
inas Pekerjaan Umum (PU) Kota
pasar untuk segera melakukan

perbaikan

Bukan hanya jalan, pihaknya
juga berharap perbaikan drainase
yang lebih diutamakan. Ariewangsa
mengatakan, perbaikan jalan terse-
but memang perlu penanganan

p |

secepatnya, mengingat itu meru-

‘pakan jalur alternatif yang padat
- kendaraan. “Kami memang banyak

menerima keluhan warga terkait .

sas melalui Dinas PU untuk

segera menangani kerusakan jalan

~ tersebut,” ujar anggota Komisi II

DPRD Kota Denpasar itu.

Untuk mengecek kondisi jalan
tersebut, pihaknya sudah sempat
turun ke lokasi. Menurutnya, jalan:

itu rentan rusak akibat badan jalan

terlalu rendah. Selain itu, tidak
adanya saluran air atau drainase

~di kedua sisi jalan, menyebabkan

- Karena itu, lanjut Ariewangsa,
gunan drainase diprioritaskan pada

sebaliknya,” ujar politisi,Demok;at

badan jalan rentan tergenang air.

pihaknya mendorong agar pe

Danau Tempe merupakan i&!_{:r;
pariwisata. Di samping, merupakan

jalur alternatif masyarakat, baik
dari Sanur ke Denpasar maupun

Denpasar (Bali Post) - R ' ’

- Keber: an Jalan Danau Tempe ‘Sementara itu, Dinas Pekerjaan
-A perlu mendapat penan-  Umum (PU) Kota Denpasar telah
: . Mengingat, selama mengusulkan a ggaran pada APBD

i i jalan alternative terse- Perubahan 2015 untuk pengaspalan

b tld’tik'fgaﬁa.‘.ﬁl;ibatn’ a, banyak  Jalan Danau 'empe. Sedangkan
pengguna jalan mengelukan kon- perbaikan drainase dan pengangka-

tan badan jalan, yang diprediksi me-
nelan biaya cukup tinggi, dirancang
‘akan dianggarkan dalam APBD
Induk 2016. Ke ala Dinas PU Kota
- Denpasar I Ketut Winarta didamp-

ingi Kabid Bina Marga I Wayan
Dirgayasa men gakui, kerusakan
jalan itu disebabkan badan jalan
terlalu rendah dan sisi [kanan-kiri

jalan tidak ada saluran drainase.
Kondisi ini menyebabkan badan
jalan sering te genang air, yang
berakibat rusaknya aspal. ;
Menghindari terjadinya genan-
gan, badan jalan pun diuruk lime
stone. Selain bergelombang, pada

kondisi Jalan Danau Tempe. Karena musim kemara ini, jalan menjadi
itu, kami mendorong upaya' Pemkot  berdebu. Guna menutupi urukan

itu, PU telah mengusulkan ang-
garan untuk pengaspalan. “Tahun
ini, rencananya akan diaspal untuk
- menutup lime 'stone. Sedangkan
pembuatan drainase dan pengang-
“katan badan ja lan sekitar 50 cm,
- akandiupayakan pada APBD Induk -
2016 mendatang,” kata Winarta.
. Dirgayasa menambahkan, kon-
disi jalan yang rusak sekarang
- memang relatif rendah. Kalapun

irka

S T

anggaran induk 2016 nanti. “Kami  ad: sungai yai :
harap pembangunan drainase bisa  tar dengan badan
diprioritaskan, mengingat Jalan solusi, selain dib inase,

* badan jalan juga harus ditinggikan.

- “Untuk hal ini, tentu diperlukan
biaya yang cukup tinggi sehingga

- harus diusulkan dalam APBD in-
duk” ujarnya. (kmb12)




